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Penerapan Sistem Insentif Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai di Propinsi Gorontalo

Jusdin Puluhulawa
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Abstract: The objective of research is to answer the problems such as: how is the application of incentive
system of local performance benefit (TKD). Result of research concludes that the application of incentive
system of TKD to improve the performance of employee at Gorontalo Province must be supported by: (1) law
umbrella for the certainty of application; (2) the controlled an efficient TKD 5 budget source and budgeting
process; (3) the valid and reliable instrument of assessing employee performance; (4) reward and punish-
ment system; and (5) the efforts to improve employee performance. Research considers qualitative ap-
proach to review some phenomena related to performance-based incentive system in the bureaucracy (a
case study on local performance benefit fo improve the employee performance at Gorontalo Province) and
its solution alternative. Data collection techniques include interview, observation and documentation.

Keywords: incentive, performance, employee

Menghadapi dinamika dan kondisi lingkungan birokrasi
semakin kompleks, maka gerakan Reinventing Go-
vernment atau New Public Management sebagai
jawabannya, menuntut pimpinan puncak organisasi
mengambil langkah-langkah konstruktif melakukan
perubahan organisasi. Perubahan organisasi akan sulit
terwujud, tanpa adanya intervensi dari pimpinan orga-
nisasi dalam mendorong aparatur negara untuk men-
capai kinerja sektor publik dengan baik. Intervensi
dari pemerintah dalam memotivasi aparatur sebagai
abdi negara dan masyarakat tidak cukup menginter-
vensinya secara klasikal melalui pendekatan kekuasa-
an semata, melainkan intervensi dapat melahirkan
suatu kebijakan secara langsung dalam bentuk insen-
tif, sebagal wujud penghargaan dalam kerangka
perubahan organisasi.

Menurut Osborne dan Gaebler (2005:319) men-
jelaskan perintah kadang-kadang diperlukan. Tetapi
dalam dunia sekarang di mana para pekerja cukup
berpengetahuan, dan insentif sering lebih efektif.

Alamat Korespondensi:
Jusdin Puluhulawa, Fakultas Himu Sosial Universitas Negeri
Gorontalo

Pandangan ini sama dengan Dahlstrom, ef al. (2008),
melakukan penelitian penerapan sistem insentif pada
empat negara yaitu: di Swedia, Spanyol, Korea, dan
Jepang, yang menjelaskan sistem insentif sangat
dibutuhkan untuk mendorong semangat dan motivasi
pegawai dalam menjalankan tugas serta meningkat-
kan produktivitas kerja. Melalui sistem insentif yang
adil dan menantang, pegawai didorong untuk
mencapai prestasi kerja tertentu agar mendapatkan
insentif. Dessler (1992:326) mengemukakan: Pay, in
one from or another, is certainly one of the
mainsprings of motivation in our society . . . the
most evangelical human relationist insists it is
important, while protesting that other things are
too (and perhaps in his view, nobler) . . .As it is, it
must be vepeated: Pay is the most important single
motivator used in our organized society.

Sistem penghargaan (reward) merupakan pen-
dekatan dalam bentuk teknik modern untuk memo-
tivasi pegawai atau para pekerja agar lebih giat melak-
sanakan pekerjaan, sehingga tidak ada keraguan dari
dirinya, bahwa insentif finansial masih menjadi
motivator yang paling penting. Luthans, (1985) me-
ngemukakan bahwa aspek-aspek positif dan free-will
perilaku individu yang mencakup penggunaan konsep
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Penerapan Sistem

harapan atau expextancy, tuntutan demand dan
insentif sangat stategis

Pendapat para ahli tersebut menunjukkan insentif
ekstrinsik sebagai wujud penghargaan dan memberi
motivasi kerja kepada pegawai untuk meningkatkan
kinerja. Dalam kaitannya dengan ilmu administrasi
sebagai ilmu politik, konsep ini sering disebut dengan
istilah “motivasi” (Waluyo, 2007:67). Pemberian
insentif yang wajar dan proporsional akan mendorong
semangat dan motivasi kerja bagi pegawai. Siapa
yang berkinerja lebih baik maka akan mendapat
insentiflebih besar. Hal ini sejalan dengan pemikiran
Vroom bahwa kinerja itu dipengaruhi oleh interaksi
dua faktor yaitu kemampuan”, dan “motivasi”.
(1996) Vrom berpandangan bahwa kemampuan
bukan saja terbatas pada kognitifnya tapi “peng-
hasilan” merupakan salah satu komponen penting yang
berperan dalam membentuk motivasi. Sistem pem-
berian insentif kepada pegawai sebagai instrumen
kunci dalam melakukan perubahan dan untuk mening-
katkan kinerja birokrasi kedepan. Semakin tinggi
kontribusi pegawai terhadap organisasi, semakin tinggi
pula insentif yang diterimanya, akibatnya kinerja biro-
krasi membaik. Kemampuan pegawai dalam meme-
nuhi kebutuhan hidupnya juga akan meningkat
(Muhammad, 2008:190).

Untuk daerah Provinsi Gorontalo, telah mencer-
matinya berbagai permasalahan-permasalahan yang
dihadapi pada sektor pemerintahan. Dengan tampilnya
scorang gubernur berlatar belakang sebagai peng-
usaha nasional yang cukup berhasil saat itu, memung-
kinkannya untuk menerapkan ciri kewirausahaan
seperti inovasi, keberanian mengambil keputusan
secara cepat, perlunya melakukan branding dan mar-
keting serta berani mengambil resiko dalam mengelola
kegiatan pemerintahan di Gorontalo. (Sabar, 2006;5).

Dengan diilhalmi oleh Kettl, dalam bukunya the
Global Publik Management, untuk mengembangkan
kewirausahaan di Gorontalo, Pemerintah Provinsi
Gorontalo mencoba mengembangkan enam program
utama, (dalam, Dwiyanto,2008:2), antara lain
mengembangkan sistem insentif untuk menghilangkan
penyakit birokrasi. Pengembangan sistem insentif ini
salah satu inovasi dalam mengelola kegiatan pemerin-
tahan di Gorontalo adalah ketika pemerintah daerah
mencoba mengembangkan sistem insentif berbasis
kinerja, tanpa menambah anggaran. Dengan cara

Insentif Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai
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seperti ini pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil
memperolch setidak-tidaknya dua hal, yaitu perbaikan
kesejahteraan para pegawainya dan menciptakan
dorongan bagi pejabat birokrasi untuk menunjukkan
kinerjanya.

Meningkatkan kinerja pegawai dilakukan oleh
pemerintah Provinsi Gorontalo dalam kerangka
perubahan dan pembenahan internal birokrasi, melalui
pendekatan sistem insentif berbasis kinerja lazimnya
disebut tunjangan kinerja daerah (TKD). TKD
dimaksud diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan
tenaga kontrak sebagai bonus atas kinerja yang
dicapainya. Besaran TKD sendiri dapat melampaui
gaji pokok dan tunjangan struktural sehingga dapat
menjadi sumber motivasi bagi pegawai untuk mewu-
judkan kinerja yang lebih baik. Landasan normatif
yang mendasari kebijakan ini adalah Permendagri No.
59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri
No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
keuangan dacrah, pasal 39 ayat 1 pada kedua Per-
mendagri tersebut berbunyi: Pemerintah daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai
negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh pesetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penjabarannya dengan mengacu pada
Permendagri No.13 tahun 2006, telah lahir peraturan
daerah (Perda) Provinsi Gorontalo No. 03 tahun 2006
tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
pada pasal 43 mengatur tentang tambahan peng-
hasilan bagi pegawai, rumusannya sama dengan
bunyi pasal 39 dari kedua permendagri di atas, di mana
tambahan penghasilan ini harus mendapat persetujuan
dari DPRD. Persetujuan DPRD dimaksud dilakukan
pada proses penganggaran mulai dilakukan pada pem-
bahasan kebijaksanaan umum anggaran (KUA),
setelah itu TKD dituangkan pada ABPD untuk diba-
has dan selanjutnya disyahkan dan diperdakan untuk
setiap tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan peraturan daerah (Perda) tentang
APBD setiap tahun anggaran ditetapkan maka seba-
gai payung hukum pelaksanaan TKD, Gubemur selaku
kepala pemerintahan menerbitkan Peraturan Guber-
nur (Pergub) setiap tahun. Antara lain Peraturan
Gubernur Gorontalo No.09 tahun 2008 dan Peraturan
Gubernur No. 03 tahun 2009 tentang Tunjangan
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Kinerja Daerah (TKD) tahun anggaran 2009. Pada
pasal 1 ayat 1 berbunyi: Tunjangan Kinerja Daerah
yang selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjang-
an yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan
tenaga honor data base di lingkungan Pemerintah
Provinsi Gorontalo sebagai imbalan atas prestasi kerja,
dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi
dan inovasi.

Dari uraian tersebut, sistem msentif TKD adalah
satu rangkaian dari sebuah kebijakan, sejalan dengan
visi Pemerintah Provinsi Gorontalo entrepreneurial
government system yang menginjeksikan spirit
kewirausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
maka yang harus dilakukan adalah diterapkannya sis-
tem insentif berbasis kinerja. Penerapan TKD ini akan
membawa konsekwensi bahwa produktivitas kerja
dari setiap pejabat/pegawai dinilai berdasarkan kiner-
ja. Tetapi upaya ini dalam pelaksanaannya masih
mengalami kendala baik secara administratif maupun
secara yuridis.Memang sistem insentif TKD menda-
pat sambutan yang hangat dikalangan birokrasi peme-~
rintah daerah pada umumnya, bahkan menjadi contoh
(benchmarking) bagi daerah-daerah lainnya.Tetapi
dibalik keberhasilan itu penerapan sistem insentif
TKD pada tataran implementasinya perlu ditata
kembali (direkonstruksi), guna pembenahan agar tidak
terjadi celah kelemahan sehingga kelak dikemudian
hari tidak menimbulkan permasalahan.

Permasalahan-permasalahan itu secara empirikal
adalah permasalahan internal birokrasi pemerintah
daerah Provinsi Gorontalo dan berkenaan dengan
manajemen penerapan sistem insentif TKD. Perma-
salahan dalam internal birokrasi pemerintahan daerah
adalah perilaku birokrat, sikap dan motivasi kerja yang
masih berbeda-beda, akhirnya akan berimplikasi pada
produktivitas kerja atau kinerja pegawai. Sedangkan
permasalahan dalam tata kelola penerapan TKD
menyangkut manajemen penerapan sistem insentif
TKD. Permasalahan ini sangat urgen dan strategis
karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah Pro-
vinsi Gorontalo berkenaan dengan agenda untuk
meningkatkan kinerja pegawai melalui intervensi
sistem insentif TKD. Sistem insentif ini merupakan
model pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyatu-
kan perilaku, motivasi kerja dengan sasaran mening-
katkan kinerja pegawai.

Dari permasalahan yang diutarakan itu tentu
memerlukan ruang dan waktu mengkaji dan meneliti
lebih mendalam tentang penerapan sistem insentif
TKD untuk meningkatkan kinerja pegawai di Provinsi
Gorontalo. Sehingga penulis membatasi permasalahan

ini yakni bagaimanakah penerapan sistem insentif

TKD untuk meningkatkan kinerja pegawai di Provinsi
Gorontalo, dan tujuan penelitian ini mendiskripsikan
dan menganalisis penerapan sistem insentif TKD
untuk meningkatkan kinerja pegawai di Provinsi
Gorontalo.

METODE
Pendekatan Penelitian

Bogdan dan Taylor (1992), mendefinisikan meto-
de kualitatif adalah presedur penelitian yang meng-
hasilkan data deskriptif dalam bentuk kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu
secara holistik (utuh). Pengertian yang hampir sama
tentang metode kualitatif dikemukakan oleh Kirk dan
Miller (1986) yang menyatakan bahwa: penelitian
kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang
secara fundamental tergantung pada pengamatan pa-
da manusia dalam kawasannya sendiri dan berhu-
bungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa-
nya dan dalam peristilahannya.

Fokus Penelitian

Penerapan sistem insentif tunjangan kinerja
dacrah (TKD) untuk meningkatkan kinerja pegawai
di Provinsi Gorontalo meliputi: payung hukum pene-
rapan TKD, sumber anggaran dan proses pengang-
garan TKD, instrumen penilaian kinerja, sistem peng-
hargaan dan hukuman, serta upaya untuk mening-
katkan kinerja pegawai.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instru-
men utama atau alat penelitian untuk mengumpulkan
data adalah peneliti sendiri. (Lincoln & Guba, 1985,
dan Miles & Huberman, 1992).

Metode Analisa Data
Proses kegiatan analisis data dalam penelitian
ini dilakukan scjak awal kegiatan pengumpulan data
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hingga sampai penemuan thema. Tehnik analisa data
yang digunakan adalah analisis model interaktif yang
terdiri dari tiga komponen analisis yaitu “reduksi data,
sajian data dan penarikan kesimpulan”. Dalam
menganalisis data penelitian ini mengacu pada teori
yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992)
dengan model interaktif sebagai berikut:

g Fengumpulun
. data T e =
// e Fetryajian
| i
: e B —
Fectuioe] e R
Q shata e —&
______________ o Hesifrnpulanesiopolan:
. Frenmrikan s Verifiknsd 2
I 5
——

il G

Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model
Interaktif
(Sumber: Miles dan Huberman, 1992)

HASIL

Sistem insentif berbasis kinerja pada birokrasi
adalah salah satu pendekatan dalam bentuk tunjangan
kinerja daerah (TKD) yang diterapkan sebagai
tambahan penghasilan diluar gaji pokok untuk
meningkatkan kinerja pegawai di Provinsi Gorontalo.
Penerapan insentif TKD ini, suatu manifestasi dari
konsep New Public Management (NPM),
merupakan jawaban strategis dalam menata birokrasi
pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Agar tidak terjadi
mis manajemen nanti, pada tataran implementasinya
perlu adanya model penerapan insentif tunjangan
kinerja daerah (TKD) yang desainnya sebagai berikut:

Payung Hukum Penerapan TKD

Beberapa payung hukum yang menjadi dasar
vuridis penerapan sistem insentif berbasis kinerja pada
birokrasi dalam bentuk TKD untuk meningkatkan
kinerja pegawai di Provinsi Gorontalo dan urutan-
urutannya secara hirarkhi saling berhubungan satu
sama lain sebagaimana Gambar 2.

Sistem insentit pada sektor publik dalam mana-
jemen pengelolaannya agar tidak menimbulkan ham-
batan dalam pelaksanaanya maka perlu ketentuan
perundang-undangan secara yuridis sebagai payung
hukum penerapannya. Berlakunya Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah
dimana setiap daerah otonom diberi kesempatan
seluas-luasnya untuk melakukan urusan rumah
tangganya sendiri scsuai dengan potensi dan kapasitas
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UUNo. 22 & 25 Tahun 1999
1. Ttg Otonomi Daerah
2. Ttg Perimbangan Keupus & Keuda

PP No 105 *Fahun 2000

Ttg Pengelolaan & Pertanggun g jawaban
Keuwangan Daerah

¥

UU No.32 & UU No. 33 Tahun 2004
1. Ttg Pemerintah Daerah
2. Ttg Perimbangan Keupus & Keuda

PP No. 58 '*ahun 2005
Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No 13 Tahun 2006
Ttg Pedoman Pengelolaan Keuda

Permendagri Nov 59 Tahun 2007
Ttg Perubahan Permendagri
No.13 Thn. 2006

L4
PERDA No. 03 Tahun 2006
Ttg Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuda

v
PERGUB/Thn

Gambar2. Visualisasi Urutan Payung Hukum Pene-
rapan Insentif TKD di Provinsi Gorontalo,
2010
yang dimilikinya. Kapasitas yang dimiliki oleh setiap
daerah bagaimana caranya memberdayakan potensi
yang ada untuk dikelola secara kreatif dan inovatif,
baik untuk kepentingan pemerintahan daerah maupun
untuk masyarakatnya. Daerah dalam urusan rumah
tangganya diberi kesempatan untuk melakukan
langkah-langkah kebijakan dalam perubahan apa saja
sesuai dengan kewenangannya, termasuk menata
birokrasi pemeriniah daerah melalui pendekatan
insentif TKD, sebagai suatu kebijakan untuk mening-
katkan kinerja pegawal atau kinerja birokrasi.
Penerapan TKD, suatu manifestasi dari konsep
New Public Management (NPM), merupakan ja-
waban strategis dalam menata birokrasi pemerintahan.
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Karakteristik utama New Public Management
(NPM) adalah membangun lingkungan birokrasi yang
didasarkan pada aturan baku menuju sistem mana-
jemen publik yang lebih fleksibel dan lebih ber-
orientasi pada kepentingan publik. Karakteristik NPM
tersebut menurut Christopher Hood (1991:4-5) men-
jelaskan bahwa konsep New Public Management
mengandung tujuh komponen utama yaitu: (a) mana-
jemen profesional disektor publik; (b) adanya standar
kinerja dan ukuran kinerja; (c) penekanan yang lebih
besar terhadap pengendalian owiput dan outcome;
(d) pemecahan unit-unit kerja disektor publik; (e)
menciptakan persaingan disektor publik; (f) Peng-
adopsian gaya manajemen disektor bisnis kedalam
sektor publik; (g) penekanan pada disiplin dan peng-
hematan yang lebih besar dalam menggunakan
sumber daya.

Karakteristik NPM menurut Hood, identik
dengan pendapat Norton (2007:675) dalam penelitian-
nya mengemukakan tujuan dan prinsip utama New
Public Management adalah penanaman budaya
kinerja dalam sektor publik dan menemukan bahwa
terjadi pergeseran dalam manajemen terkait dengan
adanya perubahan mindset dan perilaku pegawai.

Dengan demikian penerapan sistem insentif
TKD bagi pegawai lebih menitik beratkan pada pen-
capaian kinerja. Siapa yang berkinerja baik, maka
akan mendapat insentif lebih besar. Sejalan dengan
pemikiran Vroom (1996) menyatakan bahwa kinerja
itu dipengaruhi oleh interaksi dua faktor yaitu kemam-
puan dan motivasi. Ia berpandangan bahwa kemam-
puan tidak saja terbatas pada kognitif, tapi kemampuan
penghasilan merupakan salah satu komponen penting
yang berperan dalam membentuk motivasi. Sedang-
kan Wright (dalam, Muhammad, 2008) menjelaskan
bahwa imbalan yang pantas dikaitkan dengan tugas
yang diemban untuk mencapai tujuan organisasi
menjadikan pegawai merasa dihargai karena mereka
menjalankan tugas yang penting. Pengakuan akan
pentingnya tugas yang diemban pegawai dan peng-
hargaan terhadap kemampuan pegawai mendorong
pegawai untuk berkinerja baik.

Dari gagasan Vroom dan Wright tersebut, maka
pemerintah Provinsi Gorontalo menerapkan TKD
sebagai instrumen untuk membangkitkan motivasi
pegawai. Sistem insentif bagi pegawai di Provinsi
Gorontalo harus berbasis kinerja. Selain gaji pokok,
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semua pegawai akan mendapatkan tunjangan kinerja
jika mampu menunjukkan kinerja yang baik sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan. Besaran gaji
bergeser dari sesuatu yang tetap, seperti yang diprak-
tekkan selama ini, kesesuatu yang bervariasi berda-
sarkan produktivitas pegawai. Agar sistem penggajian
berbasis kinerja yang bersifat individual ini tidak menu-
runkan arti penting kerja kelompok, sekaligus menyim-
pangkan perhatian karyawan untuk lebih terfokus
pada pengembangan diri pribadi dan pencapaian-
pencapaian jangka pendek ketimbang pemberdayaan
kolektif dan realisasi tujuan jangka panjang organisasi
maka diperlukan studi yang komprehensif dan
dilindungi oleh payung hukum, yang tata urutan
perundang-undangannya sebagaimana dipaparkan
diatas. Dengan demikian payung hukum tersebut jelas
dan legal menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi
Gorontalo dalam menerapkan TKD untuk meningkat-
kan kinerja pegawal.

Sumber Anggaran dan Proses penganggaran
TKD '
Sumber Anggaran TKD

Anggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) itu
bersumber dari honor-honor proyek yang sudah
ditiadakan berasal dari dana alokasi umum (DAU),
diatur dalam APBD disatukan pada satu tempat
melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Provinsi Gorontalo. Setelah di satukan dalam bentuk
TKD, pemerintah dacrah dapat menghemat anggaran
dalam arti surplus anggaran dari sumber pembiayaan
itu atau diakhir tahun dikenal dengan SILPA (sisa lebih
perhitungan anggaran). SILPA ini dibukukan kembali
dan pada tahun anggaran berikutnya (tahun anggaran
baru) menjadi sumber pendapatan APBD. Perkem-
bangan SILPA lima tahun terakhir dapat dipaparkan
pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan SILPA Tahun 2005-2009
No. TabunAnggaran  SILPA

1. 2005 Rp. 36.437.036.386.40
2. 2006 Rp. 37.737.704.504.46
3. 2007 Rp. 70.775.601.300.00
4. 2008 Rp. 74.134.892.128.00
5. 2009 Rp. 124.576.526.372.00

Total Rp. 343.670.760.690.86

(Sumber: BPKD Provinsi Gorontalo, 2010).
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Data perkembangan SILPA lima tahun terakhir
totalnya Rp343.670.760.690.86. Total anggaran scbe-
sar ini adalah jumlah SILPA lima tahun terakhir, sejak
tahun 2005—tahun 2009 yang dihitung diakhir tahun
anggaran, merupakan akumulasi anggaran yang tersi-
sa dari berbagai kegiatan. Termasuk diantaranya
SILPA dari TKD kurang lebih Rp26. 000.000.000
yang diperkirakan berkisar 7,5.% dari total SILPA
vang ada. 7,5% berdasarkan keseimbangan antara
5-10% dari pagu anggaran perkegiatan. Jadi kurang
lebih rata-rata kontribusi TKD pada APBD Provinsi
Gorontalo setiap tahun Rp5.200.000.000. Kontribusi
TKD rata-rata per tahun ini diperolch dari hasil perhi-
tungan nilai kinetja pegawai (NKP) yang belum men-
capai standar nilai tertinggi.

Proses Penganggaran TKD

Proses penganggaran TKD pada birokrasi melalui
perencanaan cukup panjang sebagai ciri dari anggaran
berbasis kinerja. Setelah Ranperda APBD menjadi
Perda, maka tahapan terakhir Gubernur selaku kepala
pemeriniahan daerah dapat menerbitkan Pergub
tentang penjabaran APBD dan Pergub tentang TKD
bagi pegawai setiap tahun anggaran baru. Adapun
penganggaran TKD teralokasikan pada APBD sejak
tahun 2004 hingga tahun 2010 scbagaimana Gambar

3

Melihat anggaran TKD setiap tahun pengang-
garannya teralokasikan pada APBD, sejak pertama
diterapkan hingga tahun 2010 trend grafiknya secara
linier berkembang terus. Hal ini menunjukkan

(Miliar)

50
45

perkembangan penganggaran TKD ini oleh peme-
rintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD mempunyai
komitmen yang tinggi mewujudkan sistem birokrasi
yang baik. Untuk lebih mendorong motivasi kerja
pegawai dalam kerangka perbaikan dan mencapai
kinerja yang baik maka perlu adanya insentif yang
didukung oleh sumber anggaran (budgeting) yang
jelas dan pasti. Anggaran secara internal maupun cks-
ternal sangat mempengaruhi kinerja birokrasi. Kinerja
dalam suatu sistem organisasi publik sesungguhnya
sangat kompleks, karena menyangkut banyak hal,
yaitu pertama, aspek-aspek input atau sumber daya-
nya (resources), antara lain seperti: (1) pegawai
(SDM); (2) anggaran. Kedua, berkaitan dengan pro-
ses manajemen: (1) perencanaan; (2) penganggaran
(Pollit, et al, 1998).

Proses penganggaran TKD tidak bisa dipisahkan
dengan konsep anggaran. Antara keduanya sulit
dipisahkan, tetapi konsep mengenai anggaran adalah
bidang yang paling besar dan jauh pengaruhnya, karena
soal anggaran merupakan suatu tekhnik pengawasan
administratif yang secara konseptual telah dikembang-
kan, dari fungsinya yang negatil ke fungsi yang positif
(Henry, 2004 h.214). Fungsi negatif, ketika anggaran
tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam penggu-
naannya sehingga memerlukan suatu tekhnik penga-
wasan administratif yang secara konseptual perlu
dikembangkan. Fungsinya yang positif, proses pengen-
dalian manajemen penggunaan anggaran mempunyai
dampak besar dan menentukan pada realisasi suatu
tujuan yang akan direncanakan. Sedangkan proses

49.268.053, 352 .56

7’ TR TR 4
41.242.400.000
| .19
1 34.68/1,982.926.68 /
. 33.0502.336.015
A
25.516.55 y /
2004 I 2005 ; 2006 2007 2008 2009 2010
ﬁ Tahun

Gambar 3. Penganggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
Sumber: BPKD Provinsi Gorontalo, 2010
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penganggaran paling dominan harus melalui tahapan-
tahapan penting yaitu, melalui perencanaan dan
penganggaran.Perencanaan strategik merupakan
jembatan yang menghubungkan antara perumusan
strategi dengan penganggaran. Oleh karenanya
Wildavsky dan Caiden (2003:219) menjelaskan dalam
kerangka politik proses penganggaran (the new
politics of the budgeting process) penerapan insentif
TKD bagi pegawai, pembahasan dan persetujuannya
oleh DPRD melalui perjuangan cukup panjang dan
detail. Proses penganggaran TKD suatu program/
kegiatan harus melalui proses perencanaan secara
bertahap dan sistimatis untuk mewujudkan tujuan
organisasi.

PEMBAHASAN

Penilaian Kinerja Pegawai

Instrumen perhitungan nilai kinerja (NKP) ini
sebagai model untuk menentukan tingkat capaian

Tabel 2. Perhitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Simulasi Perhitungan

kinerja oleh setiap pegawai dan besarnya TKD yang
diterima setiap masa kinerja.

Instrumen penilaian kinerja tersebut, bersifat per-
manen digunakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo
sejak tahun 2007 hingga sekarang, untuk menilai kiner-
Ja pegawai dalam melaksanakan aktivitas kese-
hariannya. Model pengukuran kinerja pegawai di Pro-
vinsi Gorontalo itu Bernardin dan Russel (1999:380)
yang menjelaskan untuk mendesain sistem penilaian
kinerja sebaiknya melibatkan manajer, pegawai dan
professional SDM. Dalam membuat keputusan
berkaitan dengan penilaian kinerja, terdapat empat
hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu (a) aspek
yang dinilai, (b) proses pengukuran, (c) penentuan
pihak yang menilai (penentuan penilai), (d) penentuan
pihak yang dinilai. Penilaian kinerja pegawai agar tidak
terjebak pada subyektifitas penilaian, maka perlu me-
mahami konsep prestasi kerja dan sistem atau metode
evaluasi pekerjaan. Berbagai pendapat tentang pres-
tasi kerja memang banyak dikemukakan sejumlah ahli,

Rekan Kerja (Bobot=0.30)

Jenis Prestasi Atasan ) 2 Diri Sendiri
(Bobot= 0,50) (Bobot=0.15) (Bobot=0.15) (bobot=0.20)
I AKSI SKOR  NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI _ SKOR _ NILAI
(BOBOT=0.40)
1. Disiplin (0,15) 5 0,75 5 0,75 5 075 5 0,75
2. Ketaatan
terhadap 5 0,25 5 0,25 5 025 5 0,25
peraturan
(0,05)
3. Tanggung 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
jawab (0,10)
4. Kerjasama 5 0,50 5 0,50 5 0,50 3 0,30
(0,10)
TOTAL = 2,00 = 2.00 - 2,00 - 200
Rata-Rata (A) (2,00x0.5 0)+(2,00x0, 151+(2,00x0, 15)+ (2,00x0,20)= 2 .00
. HASIL SKOR  NILAI SKOR  NILAI  SKOR  NILAI SKOR  NILAI
(BOBOT=0,60)
1.Produktivitas 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
(0,10)
2. Efektifitas (0,5) 5 0,25 5 025 5 025 5 025
3. Efisiensi (0,10) 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
4. Inovasi (0,15) 4 0,60 4 0,60 4 0.60 4 0,60
5. Manfaat (0, 10) 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
6. Kecepatan 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
(0,10) o . .
TOTAL « 2,85 S 2.85 2.85 7 285

Rata-Rata (B)

(2,85%0.5 0Y+ (2.85x0,1 5)+(2,85x0.1 5}+(2,85x0,20)= 2 85

Nilai Kinerja

Pegawai (NKP) 20 X (2,00+2,85) =97 00

(Sumber: Badan Pengelola Kenangan Daerah (BPKD) Prov. Gorontalo, 2010))
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diantaranya oleh Lioyd Allard (dalam, Jeddawi,
2008:27), yang menyatakan penilaian prestasi kerja
dapat dilihat dari kegigihan, kejujuran, dedikasi
seseorang terhadap apa yang ia lakukan.

Dalam menentukan aspek penilaian, terdapat dua
pilihan yaitu (1) fokus penilaian dimana penilaian dapat
bersifat person-oriented (terfokus pada orang yang
menampilkan perilaku) atau work-oriented (terfokus
pada catatan hasil yang dicapai oleh pekerjaan sese-
orang), dan (2) jenis-jenis kriteria, dimana aspek
kinerja yang dinilai dapat berupa kualitas, kuantitas,
ketepatan waktu (timeliness), efektivitas biaya,
kebutuhan supervisi, dan pengaruh antar personal. Jadi
intrumen penilaian kinerja sangat strategis sebagai
dasar untuk mengukur tingkat prestasi dan kegagalan
dari seorang pegawai.

Sistem Reward dan Punishment

Sistem reward dan punishment diberlakukan
oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak dicanang-
kan penerapan TKD dari tahun 2004 hingga tahun
2009, dalam perkembangannya, pegawai yang menda-
pat penghargaan dan hukuman sebagai berikut:

Tabel 3. Pegawai yang Mendapat Reward dan Punishment

No  Tahun Pegawailreward  Pegawailpunishment
1 2004 905 388

2 2005 1259 420

3 2006 1700 426

4 2007 2257 119

5 2008 2335 231

6. 2009 2529 162

Sumber BEPAD Prov. Gorontalo, 2010

Pegawai yang mendapat penghargaan (reward)
dan hukuman (punishment) tersebut, berdasarkan
capaian kinerja pegawai secara keseluruhan dengan
nilai rata-rata pertahun sesuai jumlah pegawai. Pada
tahun 2004 ketika pertama kali TKD dicanangkan,
saal itu pegawai baru berjumlah 1293 dengan capaian
kinerja rata-rata 70%. Pegawai yang mendapat re-
ward berjumlah 905 orang, dan pegawai yang menda-
pat punishment sejumlah 388. Tahun 2005 pegawai
yang mendapat rewgrd berjumlah 1259 pegawai, dan
mendapat punishment berjumlah 420 pegawai dari
seluruh pegawai berjumlah 1679, dengan tingkat
pencapaian kinerja rata-rata 75%. Tahun 2006 jumlah
pegawai yang mendapat reward sejumlah 1700, dan
yang mendapat punishment berjumlah 426, dari total
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perkembangan pegawai saat itu berjumlah 2126 pega-
wai, dengan capaian kinerja rata-rata nilainya 80%.
Pada tahun 2007 pegawai yang mendapat pengharga-
an 2257 dan pegawai mendapat hukuman 119, dari
seluruh pegawai yang berjumlah 2376, dengan capaian
kinerja pegawai rata-rata 95%. Tahun 2008 capaian
kinerja pegawai secara keseluruhan agak menurun
terpaut 4% dibandingkan satu tahun sebelumnya
(2007) dengan tingkat capaian 91%. Sehingga pega-
wai yang mendapat reward berjumlah 2335, dan yang
mendapat punishment 231, dari seluruh pegawai berj-
umlah 2566 pegawai. Sedangkan pada tahun 2009
tingkat capaian kinerja pegawal rata-rata mencapai
94%, dengan pegawai yang mendapat penghargaan
berjumlah 2529, dan yang mendapat hukuman 162
pegawai. Jumlah pegawai seluruhnya sampai saat
penelitian ini berlangsung 2691 pegawai.

Sistem reward dan punishment merupakan ba-
gian dari manajemen kompensasi, dalam penerapan-
nya harus didukung oleh instrumen penilaian yang
efektif, obyektif, valid dan reliabel. Mahmudi (2007:
169) mengemukakan organisasi sektor publik harus
memiliki mekanisme reward dan punishment yang
jelas. Secara garis besar, mekanisme atau proses re-
ward dan punishment melibatkan beberapa variabel,
yaitu: (1) motivasi, (2) kinerja, (3) kepuasan, (4) peng-
hargaan dan hukuman

Mekanisme reward dan punishment, Galtung
(1992:36) mengemukakan tiga tipe kekuasaan atas
orang lain yaitu: (1). kekuasaan idiologi, (2) kekuasa-
an remuneratif, dan (3) kekuasaan punitif, Ketiganya
dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, kekuasaan
idiologi adalah kekuasaan yang diperoleh melalui ide
atau gagasan. Dasar untuk memperoleh kekuasaan
ini adalah persuasi. Maka itu, seseorang yang mem-
punyai kepribadian menarik atau berkharisma besar,
mempunyai daya besar untuk menanamkan pengaruh
idiologis. Istilah lain untuk kekuasaan idiologis adalah
kekuasaan normatif. Kedua, kekuasaan remuneratif
artinya memberi hasil banyak atau menguntungkan,
dan ketiga kekuasaan punitif berarti menghukum.

Atas dasar pandangan para ahli tersebut, meka-
nisme sistem reward dan punishment yang dilakukan
olch pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan
evaluasi secara komprehensif, tidak saja terbatas pada
kualitas kerja. Tetapi dapat mempertimbangkan pada
aspek-aspek lainnya vang menjadi ketentuan diatur
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oleh pemerintah daerah, yang secara idiologis bersifat
persuasif atau normatif, menguntungkan baik bagi
organisasi dan pegawai. Bagi pegawai mempunyai
niat kurang baik terhadap tugasnya maka akan
mendapat hukuman.

Sistem reward dan punishment ini sangat diten-
tukan oleh berhasil tidaknya seorang pegawai, dan
pemerintah Provinsi Gorontalo mencapai target kinerja
dari tujuan ditetapkan. Hasil dari penilaian kinerja akan
menjadi dasar untuk pemberian penghargaan dan
hukuman. Siapa yang mencapai kinerja yang baik akan
mendapat penghargaan dalam bentuk insentif TKD
kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasinya.
Sistem penghargaan dan hukuman yang diterapkan
oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo berimplikasi pada
kepuasaan kerja pegawai. Mekanisme penghargaan
dan hukuman yang adil akan meningkatkan kepuasaan
kerja pegawai. Sebaliknya, penghargaan dan hukuman
yang tidak adil akan menurunkan kepuasan pegawai.
Umpan balik dari tingkat kepuasan pegawai tersebut
akan berdampak pada motivasi kerja pegawai ber-
sangkutan.

Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai

Meningkatkan kinerja pegawai tidak hanya ter-
tumpu pada insentif TKD, tetapi upaya lainnya dalam
pengembangan kempotensi adalah sangat strategis.
Pengembangan yang dilakukan dalam bingkai me-
ningkatkan kinerja pegawai dan organisasi sebagai
berikut: 1. Pembinaan sumber daya aparatur 2. Melalui
pendidikan forma. 3. Pengetahuan dan ketrampilan
tekhnis terdiri dari:

»  diklat khusus/teknologi
¢ diklat Struktural:

Meningkatkan kinerja pegawai tidak cukup hanya
didukung oleh strategi pendekatan pemberian insentif

TKD, tetapi harus didukung oleh faktor-faktor lainnya,
seperti pembinaan kemampuan pegawai, pengem-
bangan kempotensi, baik melalui pendidikan formal
maupun non formal. Insentif yang tinggi menuntut
prestasi, harus dilandasi oleh profesionalisme. kemam-
puan dan kualitas kerja yang baik dari seorang pegawai
secara individu agar tercapai kinerja organisasi.
Kinerja pegawai secara individu (individual perfor-
mance) dan organisasi (organizational performan-
ce) memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapai-
nya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari faktor
sumberdaya dimiliki oleh organisasi yang digerakkan
atau dijalankan oleh sekelompok orang yang berperan
aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan
organisasi.

Potensi terbesar yang menentukan keberhasilan
pencapaian kinerja pegawai dan realisasinya agenda
pembangunan di Provinsi Gorontalo terletak pada
kemampuan dan profesionalisme SDM aparatur yang
ada. Terwudnya agenda strategi pengembangan ke-
mampuan dan profesionalisme SDM pegawai di Pro-
vinsi Gorontalo didukung oleh Amstrong (1990) yang
menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya
manusia sebagai pembentuk tingkah laku melalui
pengalaman. Hal ini berkaitan dengan mengadakan
persiapan untuk pegawai supaya bekerja lebih baik
dalam pekerjaan sekarang dan mempersiapkan mere-
ka untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar
dimasa akan datang. Kemampuan seseorang bukan
saja akan mempengaruhi kinerja, tetapi juga kepuasan
kerja dan keinginan untuk tetap mempertahankan
pekerjaannya. Bagaimanapun tertariknya seseorang
untuk melakukan suatu pekerjaan, dia tidak akan
mampu melakukannya jika tidak memiliki kecakapan
yang dibutuhkan atau sangat tergantung pada kemam-
puannya. Karena pada dasarnya, kemampuan

Tabel 4. Perkembangan Peserta Dikiat Struktural sejak tahun 2005-2009

Jenis Tahun Pelaksanaan/peserta
No Diklat Struktural
2005 2006 2007 2008 2009  Jumlah

1. Lemhannas - - - 2 - 2
2. Diklat PTM II 6 5 ) 4 4 24
3; Diklat PIM III 30 30 35 30 30 155
4.  Diklat PIM IV 20 80 80 80 100 360
5 Diklat Prajabatan 225 230 250 254 265 1224

Total 1765

(Sumber: (BPKAD Prov. Gorontalo, 201(0))
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merupakan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kete-
rampilan. (Widodo, 2008:84), Namun, bekal kemam-
puan saja tidak cukup untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab secara efektif, akan tetapi perlu ada
kemauan untuk melaksanakan tugas dan tanggung
Jjawab. Kamauan tersebut berkaitan dengan motivasi,
komitmen, dan keyakinan diri yang didukung oleh
keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM)
yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo
dalam bingkai meningkatkan kinerja pegawai dan
organisasi tersebut didukung lagi oleh Farazmand
(2004:11 ) menjelaskan bahwa dalam pengembangan
kapasitas sumber daya manusia domestik juga mem-
promosikan peran pendukung dari pemerintah dengan
memberikan level tertinggi dan jenis pengetahuan
untuk mendukung kinerja pemerintahan yang efektif.
Skill dan pengetahuan (knowledge) yang dibutuhkan
dapat mempersiapkan melalui pendidikan dan pela-
tihan sangat penting, dengan tujuan mendapatkan
suatu dasar yang upfodate. Pengembangan sumber
daya manusia merupakan scbuah cara efektif untuk
mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh
suatu organisasi pengembangan sumber daya aparatur
ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan
yang berbudi luhur, tangguh, cerdas, trampil, mandiri
dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras,
produktif, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta ber-
orientasi kemasa depan untuk menciptakan kehidupan
yang lebih baik.

Ketiga teori tersebut dapat dimaknai bahwa sum-
ber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yakni
kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah
sumber daya manusia, sedangkan kualitas menyang-
kut mutu sumber daya manusia, meliputi kemampuan,
baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik
(kecerdasan, mental, jasmani dan rohani). Pemerintah
Provinsi Gorontalo memandang akan lebih memadai
Jika pemberian TKD sebagai instrumen pendorong
bagi pegawai dalam mencapai kinerja yang optimal,
dan dapat didukung oleh tersedianya sumber daya
manusia yang handal dan profesional.

Tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut,
sama dengan Rosenbloom (1998) mengemukakan:
Public Administration is the use of managerial,
legal and political government mandates for the
provision of regulatory and service functions lo
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the soclety as a whole or a pari of it. Artinya admi-
nistrasi negara pada hakekatnya dapat diartikan
antara lain: sebagai fungsi atau aktivitas pemerintah
yang mengurus kepentingan negara. Dengan demikian
tujuan dari administrasi negara adalah untuk mening-
katkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam
mencapai tujuan itu, peranan sumber daya aparatur
menjadi faktor yang sangat menentukan dalam
kelangsungan pembangunan. Oleh karena itu,
Sedarmayanty (2001:26) pembangunan suatu bangsa
memerlukan aset pokek yang disebut sumber daya
(resources), terutama sumber daya manusia (human
resources),

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dalam dunia sektor publik khususnya dalam ling-
kungan birokrasi pemerintahan baik dari pemerintah
pusat sampai kedaerah untuk melakukan agenda
perubahan, kreativitas, dan inovasi seharusnya me-
ngacu pada landasan normatif yang berhubungan
langsung dengan obyek kegiatan. Penerapan insentif
TKD untuk meningkatkan kinerja pegawai di Provinsi
Gorontalo acuannya pada UU No. 22 tahun 1999 ten-
tang otonomi daerah dan UU No. 23 tentang perim-
bangan keuangan pusat dan daerah, dirubah dengan
UU No. 32 tentang pemerintahan daerah, dan UU
No, 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan dae-
rah, Peraturan Pemerintah (PP) yang berhubungan
dengan penglolaan keuangan daerah, Perda sampai
dengan Peraturan Gubernur tentang TKD bagi pega-
wal di Provinsi Gorontalo. Namun beberapa landasan
normatif sebagai payung hukum tersebut masih
mendua sehingga kedepan perlu di-review kembali.

Penerapan TKD bagi pegawai sumber ang-
garannya dari pemerintah melalui dana perimbangan
atau lebih dikenal dana alokasi umum (DAU).
Penjabarannya dikonversi dari honor-honor proyek
yang dihapuskan pada APBD bersumber dari DAU,
disatukan pada satu pintu, kemudian dijadikan sumber
anggaran TKD. Hal ini sebagai langkah inovasi peme-
rintah Provinsi Gorontalo arahnya pada dua tujuan
yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja
pegawai. Proses pengganggaran tunjangan kinerja
dacrah (TKD) oleh pemerintah Provinsi Gorontalo
kepada pegawai melalui proses secara bertahap.
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Bentuk insentif TKD merupakan bagian dari mana-
jemen sistem insentif berbasis kinerja. Namun distri-
busi besaran TKD kepada setiap pegawai lebih
bernuansa elit kekuasaan ketimbang pada pendekatan
populis. Instrumen penilaian kinerja, sebagai alat ukur
untuk menilai kinerja pegawai dan kesuksesan orga-
nisasi. Membuat keputusan berkaitan dengan penilai-
an kinerja, terdapat empat hal utama yang perlu diper-
hatikan, yaitu: (a) aspek yang dinilai, (b) proses pengu-
kuran, (c) penentuan pihak yang menilai (penentuan
penilai), dan (d) penentuan pihak yang dinilai urangi/
potong PPh.

Penerapan TKD) untuk meningkatkan kinerja
pegawai di Provinsi Gorontalo, menganut prinsip
pemberian reward (penghargaan) bagi pegawai yang
menunjukkan kinerja dengan baik. Sementara pega-
wai mengalami kinerja yang buruk akan mendapat
punishment (hukuman). Pemerintah Provinsi Goron-
talo mengagenda beberapa strategi pengembangan
yang dilakukan dalam bingkai meningkatkan kinerja
pegawai dan organisasi sebagai berikut: 1.pembinaan
sumber daya aparatur, 2. melalui pendidikan formal.
3. pengetahuan dan ketrampilan tekhnis (non formal)
terdiri dari: a.diklat khusus/teknologi, dan diklat
struktural.

Saran

Permendagri Nomo13 Tahun 2006 tentang Pe-
ngelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No-
mor 13 Tahun 2006 sebagai payung hukum pemberian
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil
daerah. Kedua Permendagri ini sebagai dasar pene-
rapan insentif TKD, ditemukan subtansinya masih
mendua. Artinya, dengan payung hukum ini pemerin-
tah Provinsi Gorontalo, diperbolehkan memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil
dari dua sisi, yaitu dapat memberikan tambahan peng-
hasilan dalam bentuk honor proyek dan tambahan
penghasilan dalam bentuk diluar honor-honor proyek.
Secara empiris ini menjadi masalah atau titik kele-
mahan dalam penerapan TKD, karena bisa membuka
peluang memberikan tambahan pengahasilan lebih
dari nilai besaran distribusi/tarif yang sudah ditctapkan.
Kondisi seperti ini akan menyedot anggaran relatif
cukup besar, dalam arti secara administratif’ akan
terjadi inefisiensi dalam pengelolaan keuangan
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daerah. Kedepan kedua Permendagri tersebut perlu
di-review dengan mengadopsi kelemahan atau perma-
salahan dan kekuatan atau kelebihan dalam manaje-
men pengelolaan keuangan didacrah, khususnya pasal
dan ayat mengatur tambahan penghasilan kepada
pegawai negeri sipil.

Perda No 03 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Gorontalo
dan aturan lainnya perlu penyesuaian dengan keten-
tuan hukum perundang-undangan dari pemerintah
atau aturan yang lebih tinggi.
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